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Abstrak: Kemiskinan dikalangan masyarakat pesisir masih menjadi tantangan utama 

pembangunan di Indonesia, khususnya di Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, 
Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah melaksanakan 

program konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) melalui 

bantuan mesin konverter bagi nelayan kecil. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi 
pelaksanaan kebijakan program konversi tersebut di Desa Parak, Kecamatan 

Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar dengan menggunakan enam indikator 

evaluasi kebijakan William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, 

responsivitas, dan ketepatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif 
dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi 
langsung, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan teknik pattern 

matching untuk membandingkan data empiris dengan kerangka konseptual, serta diuji 

keabsahannya melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa indikator efisiensi, kecukupan, dan pemerataan telah tercapai dengan baik, yang 

tercermin dari kelancaran proses distribusi serta kesesuaian program dengan tujuan untuk 

menurunkan biaya operasional nelayan dan memastikan penerima bantuan yang tepat 
sasaran. Namun demikian, indikator efektivitas, responsivitas, dan ketepatan belum 

tercapai secara optimal karena hanya 19 dari 69 informan (27,53%) yang masih 

menggunakan mesin konverter sesuai dengan tujuan program. Temuan ini menunjukkan 
bahwa meskipun program ini telah mencapai sebagian keberhasilan, masih diperlukan 

upaya lanjutan untuk meningkatkan pemanfaatan jangka panjang serta memperkuat 

responsivitas penerima manfaat dalam rangka mendorong keberlanjutan dan 

kemandirian ekonomi masyarakat pesisir. 

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan Publik; Pemberdayaan Masyarakat; Masyarakat 

Pesisir; Bantuan Mesin Konverter; Kabupaten Kepulauan Selayar. 
 
Abstract: Poverty among coastal communities remains one of the major development challenges in 

Indonesia, particularly in Parak Village, Bontomanai District, Selayar Islands Regency. To address 
this issue, the government implemented a fuel conversion program from gasoline (BBM) to gas fuel 

(BBG) through the distribution of converter engine assistance for small-scale fishermen. This study 

aims to evaluate the implementation of the conversion policy in Parak Village, Bontomanai District, 
Selayar Islands Regency, using six policy evaluation indicators proposed by William N. Dunn: 

effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. This research employs a 

descriptive qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews, direct observation, 
and documentation. The data were analyzed using the pattern matching technique to compare 

empirical findings with the conceptual framework, and data validity was tested through source and 
method triangulation. The results show that the indicators of efficiency, adequacy, and equity have 

been successfully achieved, as reflected in the smooth distribution process and the program’s 

alignment with its objective to reduce fishermen’s operational costs and ensure appropriate target 
recipients. However, the indicators of effectiveness, responsiveness, and accuracy have not been 

optimally achieved, as only 19 out of 69 informants (27.53%) continue to use the converter engines 
as intended. These findings indicate that although the program has achieved partial success, further 

efforts are required to enhance long-term utilization and strengthen beneficiaries’ responsiveness to 

promote sustainability and the economic independence of coastal communities. 

Keywords: Public Policy Evaluation; Community Empowerment; Coastal Communities; 

Converter Engine Assistance; Selayar Islands Regency. 

PENDAHULUAN 

Pemberdayaan masyarakat pesisir telah 

menjadi strategi pembangunan global untuk 

mengurangi kemiskinan, meningkatkan 

kesejahteraan, dan mendorong pemanfaatan 

sumber daya laut secara berkelanjutan (FAO, 

2021; World Bank, 2020). Di negara 

berkembang seperti Indonesia, isu ini sangat 

penting karena jutaan penduduk bergantung 

pada perikanan skala kecil sebagai sumber 
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mata pencaharian. Pemerintah Indonesia 

melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa mengakui desa sebagai 

entitas yang memiliki kewenangan mengatur 

urusannya sendiri dan mendorong 

pemberdayaan masyarakat sebagai upaya 

untuk meningkatkan kesejahteraan umum 

serta kemandirian lokal. Idealnya, perumusan 

kebijakan publik dalam konteks ini harus 

melibatkan seluruh elemen masyarakat, 

termasuk masyarakat pesisir, agar 

permasalahan mendasar dapat diatasi secara 

komprehensif (Ra’is, 2017). 

Masyarakat pesisir di Indonesia 

menghadapi tantangan ekonomi, sosial, dan 

lingkungan yang kompleks. Kemiskinan 

struktural, terbatasnya akses terhadap 

pendidikan dan kesehatan, serta rendahnya 

daya beli menyebabkan wilayah pesisir 

tertinggal dibanding sektor lainnya. Oleh 

karena itu, pemerintah pusat maupun daerah 

telah meluncurkan berbagai kebijakan berbasis 

pemberdayaan untuk meningkatkan kualitas 

hidup masyarakat pesisir secara berkelanjutan. 

Salah satu wilayah yang menggambarkan 

kondisi ini adalah Kabupaten Kepulauan 

Selayar, yang memiliki potensi besar di sektor 

kelautan dan perikanan. Inisiatif lokal 

meliputi penyediaan alat tangkap, 

pembangunan infrastruktur perikanan, serta 

pelatihan bagi nelayan. Namun, inisiatif 

tersebut belum memberikan peningkatan 

signifikan terhadap kesejahteraan nelayan. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 

yang dikutip oleh Konita Iladini (2017), 

kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Selayar 

masih terkonsentrasi di wilayah pesisir. 

Tingginya angka putus sekolah, kondisi 

perumahan yang tidak layak, dan lemahnya 

daya beli menunjukkan bahwa upaya 

pemberdayaan belum mencapai hasil yang 

diharapkan. 

Salah satu program unggulan 

pemerintah adalah konversi dari Bahan Bakar 

Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) 

bagi nelayan kecil melalui distribusi mesin 6,5 

HP dan tabung LPG. Meskipun program ini 

bertujuan untuk menurunkan biaya 

operasional dan meningkatkan efisiensi 

penangkapan ikan, tingkat pendapatan 

nelayan tetap stagnan. Selain itu, alih 

kewenangan pengelolaan kelautan dari 

pemerintah pusat ke pemerintah provinsi 

menyebabkan tumpang tindih tanggung 

jawab, inkonsistensi kebijakan, serta konflik 

antar nelayan (Rahman & Matsuda, 2020). 

Permasalahan ini menunjukkan bahwa 

pemberdayaan masyarakat belum sepenuhnya 

terintegrasi dengan tata kelola maritim yang 

berkelanjutan. 

Secara regional, kebijakan 

pemberdayaan diatur dalam Peraturan Daerah 

Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan 

Wilayah Pesisir, yang mendefinisikan 

pemberdayaan sebagai pemberian fasilitas, 

dorongan, dan bantuan untuk meningkatkan 

kemampuan masyarakat pesisir dalam 

mengelola sumber daya secara berkelanjutan 

(BPK, n.d.). Pemberdayaan ini 

dioperasionalkan melalui pembentukan 

kelompok nelayan yang berfokus pada 

kegiatan penangkapan ikan, budidaya, 

maupun pengolahan hasil laut. Namun, 

efektivitas pendekatan ini belum dievaluasi 

secara sistematis. 

Penelitian-penelitian sebelumnya seperti 

Manaf (2021) serta Neliyanti dan Heriyanto 

(2013) mengevaluasi program pemberdayaan 

dalam konteks yang berbeda dan menemukan 

tingkat efektivitas yang bervariasi. Manaf 

(2021) melaporkan bahwa pelaksanaan 

kebijakan umumnya berjalan optimal namun 

terbatas oleh kendala keuangan, sementara 

Neliyanti dan Heriyanto (2013) menemukan 

bahwa tidak satu pun dari indikator evaluasi 

utama seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, 

pemerataan, responsivitas, dan ketepatan 

tercapai sepenuhnya. Meskipun demikian, 

masih terdapat kekurangan dalam evaluasi 

menyeluruh terhadap pemberdayaan 

masyarakat pesisir di tingkat pemerintah 
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daerah, terutama terkait keberlanjutan 

kebijakan dan koordinasi antar pemerintah 

Berbeda dari penelitian-penelitian 

terdahulu, penelitian ini berfokus pada 

evaluasi kebijakan pemberdayaan masyarakat 

pesisir melalui program konversi Bahan Bakar 

Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) 

bagi nelayan kecil di Desa Parak, Kecamatan 

Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar 

dengan menggunakan enam indikator evaluasi 

William N. Dunn. Kebaruan penelitian ini 

terletak pada penerapan teori Dunn secara 

komprehensif untuk menilai efektivitas, 

efisiensi, kecukupan, pemerataan, 

responsivitas, dan ketepatan dalam satu 

program spesifik yang bersifat teknologis dan 

berbasis energi, bukan hanya sosial ekonomi 

seperti penelitian sebelumnya. Dengan 

demikian, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi teoretis terhadap 

pengembangan model evaluasi kebijakan 

berbasis indikator multidimensi Dunn dan 

secara praktis menjadi rekomendasi kebijakan 

bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan 

keberlanjutan program pemberdayaan 

masyarakat pesisir. Oleh karena itu, penelitian 

ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan 

Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir 

di Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, 

Kabupaten Kepulauan Selayar. Penelitian ini 

berupaya mengidentifikasi faktor-faktor yang 

memengaruhi keberhasilan maupun 

keterbatasan pelaksanaan kebijakan tersebut.  

 

METODE  

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif deskriptif dengan tujuan 

memberikan gambaran yang komprehensif 

dan akurat mengenai evaluasi program 

pemberdayaan masyarakat pesisir di Desa 

Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten 

Kepulauan Selayar. Data penelitian diperoleh 

melalui tiga teknik utama, yaitu observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Observasi 

dilakukan secara langsung di lapangan untuk 

meninjau pelaksanaan program bantuan 

mesin konverter serta aktivitas nelayan 

penerima manfaat. Wawancara mendalam 

dilakukan terhadap informan kunci, yang 

meliputi pejabat pemerintah daerah, penyuluh 

perikanan, dan nelayan, dengan 

menggunakan panduan wawancara serta alat 

bantu perekam guna menjamin kelengkapan 

dan keakuratan data. Sementara itu, 

dokumentasi mencakup pengumpulan 

laporan, foto, dan berbagai bahan pendukung 

lain yang relevan dengan fokus penelitian. 

Selain itu, penelitian ini juga merujuk 

pada berbagai ketentuan normatif, seperti 

peraturan perundang-undangan, peraturan 

daerah, serta norma sosial yang berlaku dalam 

masyarakat pesisir, guna memperkuat analisis 

terhadap pelaksanaan program. Data primer 

diperoleh secara langsung dari para informan 

melalui hasil wawancara dan observasi, 

sedangkan data sekunder dihimpun dari studi 

kepustakaan, buku, jurnal ilmiah, dokumen 

resmi, serta sumber literatur lainnya yang 

relevan. Keabsahan data diuji menggunakan 

teknik triangulasi sumber dengan 

membandingkan informasi yang diperoleh 

dari berbagai informan untuk memastikan 

konsistensi dan validitas temuan. Analisis data 

dilakukan melalui proses pengorganisasian, 

pengkategorian, dan sintesis informasi untuk 

mengidentifikasi pola serta menarik 

kesimpulan yang mendalam. Teknik pattern 

matching diterapkan guna membandingkan 

hasil temuan empiris di lapangan dengan 

kerangka konseptual penelitian, sehingga 

menghasilkan evaluasi yang sistematis dan 

dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah 

terhadap efektivitas pelaksanaan program 

pemberdayaan masyarakat pesisir. 

 

HASIL DAN DISKUSI 

Efektivitas 

Efektivitas kebijakan publik 

menunjukkan sejauh mana hasil yang dicapai 

selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

Suatu kebijakan dianggap efektif apabila 

output yang dihasilkan memberikan 
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kontribusi signifikan terhadap pencapaian 

tujuan program (Dunn, 2003). Semakin besar 

keterkaitan antara hasil yang diharapkan 

dengan hasil aktual, maka semakin tinggi 

tingkat efektivitas kebijakan tersebut 

(Mukherjee & Rayner, 2014). 

Program konversi Bahan Bakar Minyak 

(BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) bagi 

nelayan kecil di Kabupaten Kepulauan 

Selayar bertujuan untuk menurunkan biaya 

operasional dan meningkatkan efisiensi 

penangkapan ikan. Secara konseptual, 

kebijakan ini bertujuan memperkuat 

pemberdayaan masyarakat pesisir melalui 

penghematan biaya dan peningkatan 

produktivitas nelayan (Rahman & Matsuda, 

2020). 

Hasil implementasi program 

menunjukkan manfaat ekonomi dalam bentuk 

efisiensi bahan bakar. Penggunaan konverter 

berbahan bakar gas dapat menurunkan biaya 

operasional hingga sekitar 68 persen 

dibandingkan bahan bakar konvensional. 

Namun, efektivitas program masih terbatas 

karena tingkat pemanfaatan bantuan oleh 

penerima masih relatif rendah. Hanya sekitar 

27,53 persen penerima yang memanfaatkan 

konverter secara optimal, sementara 72,47 

persen lainnya memilih untuk tidak 

menggunakan gas sebagai bahan bakar utama 

karena berbagai kendala teknis dan adaptasi 

terhadap teknologi baru. Fenomena 

rendahnya penggunaan teknologi baru dalam 

kebijakan masyarakat pesisir memang sering 

dijumpai dalam kajian evaluasi kebijakan 

(Fernandes, 2022). 

Kondisi ini menunjukkan bahwa 

efektivitas kebijakan belum sepenuhnya 

tercapai. Meskipun tujuan penghematan biaya 

telah terealisasi, pelaksanaan di lapangan 

belum mampu mendorong perubahan perilaku 

dan meningkatkan kemandirian nelayan 

(Renyaan, 2024). Hal ini selaras dengan 

pandangan bahwa efektivitas menilai sejauh 

mana hasil yang diinginkan telah dicapai dan 

dampaknya terhadap sasaran (Febrianti et al., 

2024). 

Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa program konversi BBM ke BBG bagi 

nelayan kecil di Desa Parak Kecamatan 

Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar 

belum sepenuhnya efektif belum sepenuhnya 

efektif karena belum mendorong perubahan 

perilaku dan pemberdayaan masyarakat 

pesisir secara berkelanjutan. 

 

Efisiensi 

Efisiensi menggambarkan sejauh mana 

upaya dilakukan untuk mencapai hasil yang 

diinginkan dengan penggunaan sumber daya 

seminimal mungkin. Dalam konteks kebijakan 

publik, efisiensi merujuk pada perbandingan 

antara input berupa tenaga, biaya, waktu, dan 

sumber daya dengan output atau hasil 

kebijakan yang dicapai (Lane, 2015). Semakin 

sedikit sumber daya yang digunakan untuk 

mencapai hasil optimal, semakin efisien suatu 

kebijakan (Mergoni & De Witte, 2021). 

Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan 

masyarakat pesisir melalui program konversi 

BBM ke BBG di Desa Parak Kecamatan 

Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar 

menunjukkan kinerja yang baik dari segi 

efisiensi administratif. Hal ini terlihat dari 

kesesuaian antara jumlah penerima yang 

diusulkan dan jumlah bantuan yang terealisasi 

pada tiga tahap pelaksanaan program. 

Capaian tersebut menunjukkan 

keselarasan antara proses perencanaan dan 

pelaksanaan, yang menjadi indikator tata 

kelola program yang efisien. Keberhasilan ini 

tidak terlepas dari mekanisme verifikasi awal 

yang ketat untuk memastikan bahwa bantuan 

benar-benar disalurkan kepada nelayan yang 

memenuhi syarat penerima. Proses ini 

mencerminkan efektivitas koordinasi antara 

pemerintah daerah dan pemerintah pusat 

dalam mengimplementasikan program 

nasional di tingkat lokal (Koura et al., 2024). 

Temuan ini sejalan dengan pandangan 

bahwa efisiensi dalam kebijakan publik tidak 
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hanya soal pengurangan biaya, tetapi juga 

berkaitan dengan kualitas manajemen 

penggunaan sumber daya (Žubule & Kavale, 

2016). Dengan demikian, berdasarkan 

kesesuaian antara jumlah usulan dan bantuan 

yang direalisasikan, serta manfaat ekonomi 

yang dirasakan nelayan berupa penghematan 

biaya bahan bakar dan peningkatan jarak 

jelajah, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 

kebijakan konversi BBM ke BBG di Desa 

Parak Kecamatan Bontomanai Kabupaten 

Kepulauan Selayar cukup efisien. 

 

Kecukupan 

Kecukupan dalam kebijakan publik 

menggambarkan sejauh mana hasil kebijakan 

mampu menyelesaikan masalah yang menjadi 

sasaran serta memenuhi kebutuhan dan 

harapan masyarakat (Dunn, 2003). 

Kecukupan tidak hanya berkaitan dengan 

efektivitas hasil, tetapi juga tingkat kepuasan 

penerima manfaat dan dampaknya terhadap 

kondisi sosial masyarakat (Fernanto, 2022). 

Suatu kebijakan dianggap memadai apabila 

hasil yang dicapai tidak hanya sesuai dengan 

tujuannya, tetapi juga memberikan manfaat 

nyata tanpa menimbulkan masalah baru di 

masyarakat. 

Pelaksanaan program konversi BBM ke 

BBG di Desa Parak Kecamatan Bontomanai 

Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan 

tingkat kecukupan yang relatif baik. Program 

ini memberikan manfaat langsung bagi 

masyarakat nelayan, terutama dalam 

menurunkan biaya operasional dan 

memperluas wilayah tangkap. Penggunaan 

bahan bakar gas telah menekan pengeluaran 

nelayan, sementara efisiensi bahan bakar 

memungkinkan aktivitas melaut yang lebih 

luas dan produktif (Zamroni & Yamao, 2021). 

Dari sisi sosial, pelaksanaan program 

tidak menimbulkan konflik atau kecemburuan 

sosial dikalangan masyarakat pesisir karena 

distribusi bantuan yang merata (Chambers, 

1995). Variasi dalam tingkat pemanfaatan 

bantuan lebih disebabkan oleh perbedaan 

kemampuan teknis dan adaptasi nelayan 

terhadap penggunaan bahan bakar gas, bukan 

karena ketimpangan kebijakan (Renyaan, 

2024). 

Berdasarkan hasil analisis, dapat 

disimpulkan bahwa program konversi BBM ke 

BBG di Desa Parak Kecamatan Bontomanai 

Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki 

tingkat kecukupan yang tinggi. Tujuan 

kebijakan telah tercapai baik dari aspek 

ekonomi melalui penghematan biaya dan 

peningkatan produktivitas, maupun dari aspek 

sosial melalui pemerataan manfaat dan 

minimnya potensi konflik di masyarakat 

pesisir. 

 

Perataan 

Perataan dalam kebijakan publik 

berkaitan dengan tingkat keadilan dalam 

distribusi manfaat, biaya, dan peluang bagi 

seluruh kelompok sasaran kebijakan (Rawls, 

1971). Konsep ini berhubungan erat dengan 

rasionalitas hukum dan sosial, yang 

menekankan pentingnya pemerataan hasil 

kebijakan tanpa adanya diskriminasi atau 

ketimpangan (Fernandes, 2022). Suatu 

kebijakan dapat dikatakan berorientasi pada 

kesetaraan apabila dampak dan manfaatnya 

dirasakan secara merata oleh seluruh 

penerima, terlepas dari perbedaan sosial, 

ekonomi, maupun geografis. 

Dalam konteks program konversi BBM 

ke BBG di Desa Parak Kecamatan 

Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar, 

prinsip kesetaraan tercermin dalam proses 

penentuan penerima dan pendistribusian 

bantuan. Pelaksanaan program ini didasarkan 

pada persyaratan yang jelas dan terukur, 

seperti kepemilikan kapal di bawah 5 GT, 

kepemilikan kartu nelayan Kusuka, serta 

ketersediaan mesin penggerak. Seluruh 

nelayan di Desa Parak yang memenuhi 

kriteria tersebut telah diakomodasi dalam 

program bantuan ini, menunjukkan bahwa 

penetapan sasaran telah sesuai dengan standar 
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pemberdayaan masyarakat pesisir (Dwiyanto, 

2018). 

Bantuan yang diterima juga seragam dari 

segi jenis dan spesifikasi, yaitu satu unit mesin 

katinting Honda 6,5 HP, dua tabung gas terisi 

penuh, satu selang tabung, serta perangkat 

konverter yang berfungsi menghubungkan 

mesin dengan bahan bakar gas. Distribusi 

bantuan dilakukan secara serentak di tingkat 

desa dengan disaksikan oleh pihak Dinas 

Perikanan dan pemerintah desa, sehingga 

memperkuat aspek transparansi dan 

memastikan pembagian yang adil di antara 

kelompok nelayan (Purwanto & Sulistyastuti, 

2012). Keseragaman jenis dan jumlah bantuan 

antar kelompok nelayan juga mempertegas 

bahwa program ini tidak menimbulkan 

kecemburuan sosial ataupun ketimpangan 

manfaat di masyarakat pesisir. 

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa program konversi BBM ke 

BBG di Desa Parak Kecamatan Bontomanai 

Kabupaten Kepulauan Selayar telah 

memenuhi prinsip kesetaraan. Seluruh 

penerima bantuan memperoleh manfaat yang 

sama baik dari segi jumlah, jenis, maupun 

kualitas. Dengan demikian, kebijakan ini 

dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang 

adil, transparan, dan tepat sasaran tanpa 

indikasi adanya diskriminasi di antara 

kelompok nelayan penerima manfaat. 

 

Responsivitas 

Responsivitas dalam kebijakan publik 

didefinisikan sebagai sejauh mana suatu 

kebijakan mampu memberikan tanggapan 

yang memadai terhadap kebutuhan, nilai, dan 

preferensi kelompok sasaran (Denhardt & 

Denhardt, 2000). Dimensi ini berfokus pada 

tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil 

pelaksanaan kebijakan, serta kesesuaian 

antara tujuan program dengan manfaat yang 

dirasakan oleh penerima (Mukherjee & 

Rayner, 2014). 

Dalam konteks pelaksanaan program 

konversi BBM ke BBG bagi nelayan di Desa 

Parak Kecamatan Bontomanai Kabupaten 

Kepulauan Selayar, tingkat responsivitas 

masyarakat penerima menunjukkan hasil yang 

bervariasi. Sebagian kecil penerima 

memanfaatkan bantuan secara optimal 

dengan menggunakan Bahan Bakar Gas 

(BBG) sebagai sumber tenaga mesin, sehingga 

mampu menghemat biaya operasional dan 

memperluas wilayah tangkapan. Namun, 

sebagian besar penerima masih memilih 

menggunakan bensin meskipun telah 

menerima paket bantuan mesin konverter. 

Fenomena ini menunjukkan adanya 

kesenjangan antara tujuan program dengan 

perilaku pemanfaatan di lapangan (Kaiser et 

al., 2023). Beberapa faktor penghambat 

teridentifikasi, seperti kekhawatiran 

masyarakat terhadap potensi bahaya 

kebakaran akibat penggunaan gas, serta 

keterbatasan pengetahuan teknis dalam 

mengoperasikan perangkat konverter 

(Rahman & Matsuda, 2020). Kondisi tersebut 

mengindikasikan bahwa meskipun tujuan 

kebijakan telah dikomunikasikan dengan baik, 

penerimaan masyarakat terhadap inovasi 

teknologi ini masih belum optimal. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa responsivitas kebijakan pemberdayaan 

masyarakat pesisir di Desa Parak Kecamatan 

Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar 

melalui program konversi BBM ke BBG masih 

belum optimal. Meskipun secara struktural 

pelaksanaan program telah sesuai dengan 

target, secara substansial masih terdapat 

tantangan dalam aspek penerimaan dan 

pemanfaatan di tingkat penerima manfaat. 

 

Ketepatan 

Ketepatan dalam kebijakan publik 

menggambarkan sejauh mana hasil kebijakan 

benar-benar memberikan manfaat dan nilai 

bagi kelompok sasaran sesuai dengan tujuan 

yang telah ditetapkan (Dunn, 2003). Menurut 

Howlett & Ramesh (2020), ketepatan 

berkaitan dengan pertanyaan “apakah hasil 
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atau tujuan kebijakan benar-benar berguna 

dan bernilai bagi masyarakat.” 

Dalam konteks program konversi BBM 

ke BBG bagi nelayan di Desa Parak 

Kecamatan Bontomanai Kabupaten 

Kepulauan Selayar, ketepatan kebijakan dapat 

dilihat dari sejauh mana bantuan mesin 

konverter memberikan manfaat nyata bagi 

nelayan, seperti pengurangan biaya 

operasional dan perluasan jangkauan aktivitas 

melaut. 

Namun, hasil temuan di lapangan 

menunjukkan bahwa pemanfaatan bantuan 

belum sepenuhnya selaras dengan tujuan 

utama program. Hanya sebagian kecil 

penerima yang benar-benar menggunakan 

tabung gas dan perangkat konverter sebagai 

sumber tenaga mesin. Sebagian besar 

penerima kembali menggunakan bensin 

meskipun telah menerima paket bantuan 

lengkap. Kondisi ini mengindikasikan bahwa 

manfaat ekonomi berupa penghematan biaya 

operasional dan peningkatan produktivitas 

belum sepenuhnya terwujud. Fenomena ini 

sesuai dengan kerangka bahwa meskipun 

desain program bagus, implementasi yang 

kurang tepat dapat menghambat ketepatan 

manfaat (Sabatier & Mazmanian, 1980). 

Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa ketepatan kebijakan pemberdayaan 

masyarakat pesisir di Desa Parak Kecamatan 

Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar 

melalui program konversi BBM ke BBG belum 

tercapai secara optimal. Meskipun tujuan 

kebijakan telah dirumuskan dengan baik, 

keberhasilan implementasi masih bergantung 

pada efektivitas sosialisasi, pelatihan teknis, 

dan pembinaan berkelanjutan bagi masyarakat 

nelayan penerima bantuan. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai 

pelaksanaan kebijakan program 

pemberdayaan masyarakat pesisir melalui 

bantuan mesin konverter di Desa Parak, 

Kecamatan Bontomanai, Kabupaten 

Kepulauan Selayar, dapat disimpulkan bahwa 

implementasi program tersebut menunjukkan 

capaian yang beragam apabila ditinjau melalui 

enam indikator evaluasi kebijakan menurut 

William N. Dunn (2003), yaitu efektivitas, 

efisiensi, kecukupan, pemerataan, 

responsivitas, dan ketepatan. Tiga indikator, 

yakni efisiensi, kecukupan, dan pemerataan, 

menunjukkan kinerja yang relatif baik. 

Pelaksanaan program dinilai efisien karena 

proses distribusi bantuan terlaksana sesuai 

prosedur dan tepat sasaran, sedangkan 

indikator kecukupan terlihat dari manfaat 

ekonomi berupa penghematan biaya 

operasional nelayan dan peningkatan 

produktivitas. Dari aspek pemerataan, 

kebijakan ini telah menunjukkan prinsip 

keadilan sosial melalui distribusi bantuan yang 

merata, transparan, dan bebas dari 

kecemburuan sosial di tingkat masyarakat 

penerima manfaat. Namun tiga indikator 

lainnya yaitu efektivitas, responsivitas, dan 

ketepatan, belum menunjukkan hasil yang 

optimal. Hal ini ditunjukkan oleh rendahnya 

tingkat pemanfaatan bantuan, di mana hanya 

19 dari 69 informan (27,53%) yang masih 

menggunakan mesin konverter sesuai dengan 

tujuan program. Rendahnya tingkat 

penggunaan disebabkan oleh faktor teknis, 

keterbatasan kemampuan operasional, serta 

rendahnya adaptasi terhadap teknologi baru. 

Kondisi ini mengindikasikan bahwa 

keberhasilan administratif belum sepenuhnya 

diikuti oleh perubahan perilaku dan 

peningkatan kemandirian nelayan dalam 

jangka panjang. 

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan 

agar Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan 

Selayar melakukan sosialisasi yang lebih 

intensif kepada calon penerima bantuan 

mengenai manfaat penggunaan mesin 

konverter sebelum proses penyaluran 

dilakukan. Selain itu, perlu dibuat perjanjian 

tertulis antara penerima bantuan dan 

pemerintah daerah untuk memastikan seluruh 

komponen bantuan digunakan secara lengkap 
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dan sesuai dengan tujuan program 

pemberdayaan. Dinas Perikanan juga perlu 

melakukan evaluasi menyeluruh dan 

berkelanjutan terhadap seluruh tahapan 

program, meliputi proses distribusi, kondisi 

bantuan, serta tingkat pemanfaatannya di 

lapangan. Hasil evaluasi tersebut diharapkan 

dapat menjadi dasar ilmiah dalam 

menentukan kelayakan dan keberlanjutan 

program pemberdayaan masyarakat pesisir 

pada masa yang akan datang. 
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